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ABSTRACT

Utilization of Bus Rapid Transit (BRT) facilities for people with disabilities is an important aspect in efforts to create
public transportation that is inclusive and friendly to diverse communities. This research aims to analyze the extent
to which BRT facilities can be utilized by people with disabilities and identify the challenges and opportunities faced
in the utilization process. This research method involves field surveys, interviews, and qualitative data analysis. The
research results show that although several BRT facilities have been designed taking into account the needs of
people with disabilities, there are still obstacles in their use. Some of these obstacles include stop accessibility, bus
stop designs that are not fully disability-friendly, as well as a lack of understanding and awareness on the part of
BRT managers and general users regarding the needs of people with disabilities. On the other hand, this research
also identified several opportunities to increase the use of BRT facilities by people with disabilities, including
through the development of information and communication technology, active involvement of people with
disabilities in the planning and evaluation process of facilities, as well as increasing training for BRT operators and
officers in serving passengers. with special needs. It is hoped that this research can contribute to the development
of more inclusive public transportation policies and planning, ensuring that BRT facilities not only meet technical
standards but are truly accessible and utilized by all levels of society, including people with disabilities.
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ABSTRAK

Pemanfaatan fasilitas Bus Rapid Transit (BRT) bagi penyandang disabilitas merupakan aspek penting dalam
upaya menciptakan transportasi publik yang inklusif dan ramah terhadap keberagaman masyarakat. Penelitian
ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana fasilitas BRT dapat dimanfaatkan oleh penyandang disabilitas
serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi dalam proses pemanfaatan tersebut. Metode
penelitian ini melibatkan surveilapangan, wawancara, dan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa meskipun beberapa fasilitas BRT telah dirancang dengan memperhatikan kebutuhan penyandang
disabilitas, masih terdapat kendala dalam pemanfaatannya. Beberapa kendala tersebut meliputi aksesibilitas
perhentian, desain halte yang belum sepenuhnya ramah disabilitas, serta kurangnya pemahaman dan kesadaran
dari pihak pengelola BRT maupun pengguna umum terhadap kebutuhan penyandang disabilitas. Di sisi lain,
penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa peluang untuk meningkatkan pemanfaatan fasilitas BRT oleh
penyandang disabilitas, antara lain melalui pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, pelibatan aktif
penyandang disabilitas dalam proses perencanaan dan evaluasi fasilitas, serta peningkatan pelatihan bagi
operator dan petugas BRT dalam melayani penumpang dengan kebutuhan khusus. Penelitian ini diharapkan
dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan dan perencanaan transportasi publik yang lebih
inklusif, memastikan bahwa fasilitas BRT tidak hanya memenuhi standar teknis tetapi juga benar-benar dapat
diakses dan dimanfaatkan oleh semua lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.
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1. Pendahuluan

Transportasi umum memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat,
termasuk penyandang disabilitas, yang merupakan bagian integral dari keberagaman
populasi. Keberhasilan suatu sistem transportasi dapat diukur dari sejauh mana itu mampu
memberikan layanan yang inklusif dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, tanpa
memandang kondisi fisik atau keterbatasan individu. Salah satu bentuk transportasi umum
yang telah berkembang pesat dan menjadi tulang punggung sistem transportasi di berbagai
kota adalah Bus Rapid Transit (BRT) (Priatama dan Subowo. 2019).

BRT, sebagai bentuk transportasi publik yang efisien, cepat, dan terjangkau,
diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memenuhi kebutuhan mobilitas
penyandang disabilitas. Namun, pemanfaatan fasilitas BRT oleh penyandang disabilitas
seringkali masih menjadi tantangan yang perlu diperhatikan secara serius. Keterbatasan
aksesibilitas, kurangnya pemahaman terkait kebutuhan khusus, dan desain fasilitas yang
belum sepenuhnya ramah disabilitas dapat menjadi hambatan dalam optimalisasi
pemanfaatan BRT oleh kelompok ini. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam
mengenai pemanfaatan fasilitas BRT oleh penyandang disabilitas, dengan fokus pada
identifikasi kendala yang dihadapi dan peluang yang dapat dioptimalkan. Dengan
pemahaman yang lebih mendalam terkait isu-isu tersebut, diharapkan dapat ditemukan
solusi yang efektif untuk meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan penyandang
disabilitas dalam menggunakan BRT. Melalui penelitian ini, diharapkan kontribusi yang
berarti dapat diberikan kepada pengembangan kebijakan transportasi yang lebih inklusif,
memastikan bahwa BRT tidak hanya menjadi solusi transportasi yang efisien secara umum,
tetapi juga dapat diakses dan dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat, termasuk
penyandang disabilitas. Dengan demikian, upaya ini sejalan dengan visi transportasi yang
mengutamakan aspek keadilan dan keberlanjutan, menciptakan lingkungan yang inklusif
bagi semua warganya (Hiban et al, 2020).

Layanan Bus Rapid Transit (BRT) bagi penyandang disabilitas bertujuan untuk
memastikan bahwa sistem transportasi ini dapat diakses dengan mudah dan nyaman oleh
semua individu, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau sensorik. Berikut
adalah beberapa aspek layanan BRT yang dapat diterapkan untuk mendukung mobilitas
penyandang disabilitas: 1. Desain Halte Yang Ramah Disabilitas Peningkatan aksesibilitas
melalui pembangunan halte dengan desain yang ramah disabilitas, termasuk tangga dan
platform yang rendah sehingga mudah diakses oleh pengguna kursi roda, Pemasangan alat
bantu taktis dan visual untuk membantu penyandang disabilitas visual dalam navigasi di
sekitar halte. 2. Kendaraan Khusus Penyediaan bus khusus atau modifikasi pada beberapa
unit bus untuk memudahkan masuk dan keluar bagi pengguna kursi roda, Pemberian ruang
khusus di dalam bus untuk kursi roda dan penyandang disabilitas lainnya. 3. Informasi
Audio dan Visual Penyediaan informasi perjalanan secara audio dan visual di dalam bus,
termasuk pemberitahuan rute, perhentian, dan informasi lainnya, Penggunaan papan
informasi digital di halte dan di dalam bus untuk memberikan informasi yang jelas dan
mudah diakses. 4. Pelatihan dan Kesadaran Pelatihan untuk pengemudi dan petugas BRT
dalam penanganan dan pelayanan kepada penumpang penyandang disabilitas, Program
kesadaran untuk meningkatkan pemahaman masyarakat umum terhadap kebutuhan dan
hak-hak penyandang disabilitas dalam menggunakan BRT. 5. Pintu Darurat dan
Pengumuman Pemberian tombol darurat atau panggilan bantuan yang mudah dijangkau
oleh penyandang disabilitas di dalam bus, Pengumuman perhentian secara jelas dan berkala
untuk membantu penyandang disabilitas visual dan pendengaran. 6. Aksebilitas Elektronik
Pengembangan aplikasi atau platform elektronik yang dapat membantu penyandang
disabilitas merencanakan perjalanan, mendapatkan informasi real-time, dan memantau
keberadaan bus, Integrasi sistem pembayaran elektronik yang memudahkan penggunaan
BRT bagi penyandang disabilitas. 7. Bekerja sama Dengan Pihak Terkait Kerjasama dengan
lembaga atau organisasi penyandang disabilitas untuk mendapatkan masukan dan umpan
balik terkait kebutuhan mereka, Konsultasi dengan ahli aksesibilitas dan desain universal
untuk memastikan bahwa seluruh sistem BRT memenuhi standar aksesibilitas yang
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berlaku. Dengan menerapkan layanan ini, BRT dapat menjadi solusi transportasi yang lebih
inklusif, memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat merasakan manfaat penuh dari
sistem transportasi publik ini (Sari dan Dewi, 2015).

Layanan publik pemerintah merujuk kepada berbagai jenis pelayanan yang disediakan
oleh instansi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
Layanan publik ini bertujuan untuk memberikan manfaat dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Berikut adalah beberapa aspek penting dari layanan publik pemerintah: 1.
Kesejahteraan Masyarakat Layanan publik dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Ini mencakup berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, keamanan,
pekerjaan, dan lain-lain, Layanan publik harus mudah diakses oleh seluruh lapisan
masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa layanan tersebut
tersedia dan dapat diakses oleh semua warga negara tanpa diskriminasi. 2. Pemerintah
diharapkan untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan terkait dengan layanan
publik yang disediakan. Ini termasuk informasi tentang syarat, prosedur, dan hak-hak yang
dimiliki oleh masyarakat. 3. Partisipasi Masyarakat Layanan publik sebaiknya melibatkan
partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan evaluasi layanan. Ini dapat
mencakup mekanisme seperti rapat umum, forum, atau survei untuk mengumpulkan
masukan dari masyarakat. 4. Efisiensi dan Kualitas Layanan publik harus diselenggarakan
dengan efisien dan berkualitas tinggi. Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan
bahwa sumber daya yang diberikan oleh masyarakat digunakan dengan baik dan
memberikan manfaat yang maksimal (Bloom dan Reenen, 2013).

Pelayanan publik untuk orang dengan disabilitas adalah bagian penting dari upaya
pemerintah untuk memastikan inklusivitas dan kesetaraan dalam masyarakat. Berikut
adalah beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam menyediakan layanan publik
untuk orang dengan disabilitas. Infrastruktur dan fasilitas publik harus dirancang untuk
dapat diakses oleh semua, termasuk orang dengan disabilitas. Ini mencakup akses, lift, toilet
yang dapat diakses, dan fasilitas lainnya. Informasi mengenai layanan publik harus tersedia
dalam berbagai format yang dapat diakses oleh semua orang. Ini bisa mencakup informasi
dalam bentuk braille, teks besar, atau format digital yang dapat diakses oleh pembaca layar.
Pelatihan harus disediakan untuk staf layanan publik agar mereka dapat berinteraksi
dengan orang dengan disabilitas dengan pengertian dan memastikan kebutuhan mereka
terpenuhi. Pelayanan publik harus dapat mengakui dan merespons berbagai jenis
kebutuhan khusus yang mungkin dimiliki oleh orang dengan disabilitas. Hal ini termasuk
memberikan bantuan atau akomodasi khusus ketika diperlukan. Fasilitas transportasi
publik harus dirancang untuk memfasilitasi pergerakan orang dengan disabilitas. Ini bisa
mencakup bus dengan rampe, perhentian bus yang dapat diakses, dan pelatihan staf untuk
membantu pen.umpang dengan kebutuhan khusus (Indriati, 2019).

Program kebijakan yang mendukung akses orang dengan disabilitas. Ini melibatkan
dukungan dalam mencari pekerjaan, akomodasi di tempat kerja, dan penghormatan
terhadap hak-hak pekerjaan yang setara, Masyarakat dengan disabilitas harus diberikan
kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang
mempengaruhi hidup mereka. Ini dapat mencakup forum partisipasi masyarakat dan
keterlibatan dalam perencanaan kebijakan. Layanan publik harus diarahkan untuk
menciptakan lingkungan inklusif di mana semua individu, termasuk mereka dengan
disabilitas, merasa diterima dan memiliki akses yang setara terhadap semua aspek
masyarakat. Melalui implementasi langkah-langkah ini, pemerintah dapat memastikan
bahwa layanan publik benar-benar mencakup dan melayani kebutuhan semua warganya,
tanpa memandang status disabilitas (Wahhab dan Juanita, 2022).

Kebutuhan fasilitas yang dapat mengakomodasi kebutuhan difabel tidak hanya
dibutuhkan oleh warga difabel yang mengalami cacat fisik akan tetapi juga dibutuhkan oleh
para lansia yang memiliki keterbatasan gerak. Tercatat sebanyak 5.800 warga Kota
Semarang tercatat menyandang disabilitas dan 165.263 tercatat sebagai manula yang
berusia diatas 60 tahun (Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2020). Jumlah manula dalam
beberapa tahun akan meningkat karena kelompok umur 55-59 tahun dalam beberapa
tahun ke depan juga akan memasuki fase manula. Saat ini masih banyak lingkungan yang
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belum sepenuhnya menerima penyandang disabilitas. Masih banyak fasilitas umum yang
belum dapat diakses oleh penyandang disabilitas dan manula sepenuhnya, seperti sarana
transportasi umum, tempat ibadah dan sekolah. masih banyak penyandang disabilitas yang
mengaku kesulitan saat ibadah di masjid karena ketiadaan fasilitas disabilitas (Suwandi et
al,, 2021)

Perlindungan dan jaminan hak tidak hanya diberikan kepada warga negara yang
memiliki kesempurnaan secara fisik dan mental. Perlindungan hak bagi kelompok rentan
seperti penyandang disabilitas perlu ditingkatkan. Pengertian penyandang disabilitas,
berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No. 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas, adalah “setiap
orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam
jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan
dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya
berdasarkan kesamaan hak”. Penyandang disabilitas harus mendapat perlindungan. Pasal
1 ayat (5) UU No. 8/2016 menentukan perlindungan terhadap penyandang disabilitas
merupakan upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi dan
memperkuat hak penyandang disabilitas. Sebagai bagian dari warga negara, sudah
sepantasnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, sebagai upaya
perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan pelanggaran
hak asasi manusia. Perlakuan khusus dapat dipandang sebagai upaya maksimalisasi
penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia secara
universal (Shaleh, 2018)

Penyandang disabilitas kondisinya beragam, ada yang mengalami disabilitas fisik,
disabilitas mental, dan gabungan disabilitas fisik dan mental. Kondisi penyandang
disabilitas berdampak pada kemampuan untuk berpartisipasi di tengah masyarakat,
sehingga memerlukan dukungan dan bantuan dari orang lain.4 Penyandang disabilitas juga
menghadapi kesulitan yang lebih besar dibandingkan masyarakat nondisabilitas seperti
hambatan dalam mengakses layanan umum, pendidikan, kesehatan, maupun dalam hal
ketenagakerjaan (Astuti et al., 2021).

Seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang
Penyandang Disabilitas dalam ketentuan umum Pasal 1: “Penyandang Disabilitas adalah
setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik
dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami
hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara
lainnya berdasarkan kesamaan hak” Pada pasal tersebut jelas menerangkan bahwasanya
setiap penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan warga lainnya, tidak ada
disksirminasi dan pembedaan. Karena HAM tidaklah bertumpu pada perbedaan suku,
agama, bahkan kelainan fisik sekalipun. Kelainan fisik ataupun mental yang dialami oleh
segelintir warga Indonesia bukanlah menjadi alasan untuk mereka tidak memperoleh
haknya dari pemerintah ataupun warga Negara sendiri. Namun, nyatanya mereka yang
dalam hal ini adalah penyandang disabilitas acap kali mendapatkan perlakuan yang tidak
selayaknya mereka terima. Bahkan mereka yang harusnya mendapatkan perhatian lebih,
malah tak jarang menemukan diskriminasi. Selain kasus di atas, dalam aturan lain juga
diatur tentang bagaimana penyadang cacat memperoleh perlindungan hukum. Dalam
Undang Undang No. 9 Tahun 1999 dituliskan bahwa: “Setiap penyandang cacat, orang yang
berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan
perlakuan khusus.”Hal di atas jelas cukup untuk menggambarkan bahwa penyandang cacat
dimanapun di tempatkan harusnya memperoleh perlakuan khusus. Namun, perlakuan
khusus bukanlah menjadi sikap diskriminatif bagi masyarakat lain atau non disabillitas.
Alasannya hanya satu, UU membolehkan mereka yang penyandang disabilitas untuk
memperoleh perlakuan khusus lantaran disabilitas yang mereka alami. Tapi, sekali lagi,
masyarakat non disabilitas tak boleh menganggap ini sebagai diskriminatif bagi mereka
karena tidak mendapatkan pelayanan khusus. Tapi, lagi-lagi hal ini ternyata tidak sesuai
dengan realita. Bagi penyandang disabilitas nyatanya tidak memperoleh pelayanan khusus,
bahkan seringkali termarginalkan. Padahal, penyandang cacat adalah bagian dari sistem
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kenegaraan yang posisinya sama seperti warga sipil lainnya, yang juga memiliki hak yang
negara berkewajiban untuk memenuhi (Shaleh, 2018)

Pada umumnya permasalahan aksesibilitas kawasan di kota-kota di Indonesia
adalah fasilitas yang sangat kurang bagi penyandang disabilitas dan manula. Di Yogyakarta,
tingginya intervensi jalur pejalan kaki dan becak oleh fungsi parkir kendaran bermotor dan
aktivitas pedagang kaki lima, minimnya signage informasi, kurangnya fasilitas bagi difabel,
serta ketidaktersediaan jalur penyeberangan dan pangkalan yang baik bagi becak menjadi
masalah utama yang menyebabkan penyandang disabilitas dan manula sulit untuk
mengakses fasilitas dan moda transportasi publik (Raniasta et al, 2016). Andriani dan
Subekti, (2017) melakukan penelitian tentang Penelitian mengenai persepsi fasilitas alih
moda transportasi di destinasi pariwisata kawasan Tanjung Kelayang. Berdasarkan hasil
analisis dapat disimpulkan bahwa: (1) kinerja fasilitas alih moda di kawasan destinasi
wisata Tanjung Kelayang masih dalam kategori sangat buruk, antara lain fasilitas
penerangan jalan umum, pedestrian, guidance block, fasilitas parkir, halte kendaraan
pribadi dan umum serta kualias jalan akses, dan (2) terdapat 9 (sembilan) variabel
pelayanan yang memerlukan peningkatan perbaikan oleh pengelola Tanjung Kelayang,
yaitu 6 (enam) Seminar Nasional Hasil Penelitian (SNHP) ISBN: Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas PGRI Semarang, 7 Desember 2021 213 variabel
kenyamanan yaitu jumlah toilet, kebersihan toilet, fasilitas ibadah, kantin dan rumah
makan, area dengan jaringan internet (hot spot area), fasilitas pengisian batere (charging
corner), 1 (satu) variabel keselamatan yaitu fasilitas keselamatan jalan (rambu, marka,
penerangan jalan, jalan khusus pejalan kaki dan pagar) dan 2 (dua) variabel kesetaraan
yaitu akses jalan bagi penumpang difabel dan moda pemandu (shuttle) bagi penumpang
difabel. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Saraswati dan Priyatno, (2018) jalur
pedestrian sebagai salah satu bagian dari fasilitas transportasi di kota Semarang masih
lebih harus memperhatikan penyediaan akses yang mudah, aman dan bagi para
penyandang cacat (difabel) karena dari studi yang dilakukan masih belum memberikan
keleluasaan bagi difabel dan manula untuk menggunakan fasilitas dan moda transportasi
yang ada (Mahardhini dan Rahdriawan, 2012).

Dari beberapa penelitian terdahulu yang sejenis, terdapat perbedaaan atau
keterbaruan dengan penelitian ini. Pada penelitian ini lebih menitikberatkan pada
pemanfaatan fasilitas dan pelayanan bagi masyarakat difabel pada sarana transportasi
Trans Semarang dan kemudahan antar modanya sebagai salah satu bentuk pelayanan
pemerintah kota Semarang terhadap warga Kota Semarang.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif merupakan
salah satu desain penelitian yang menggunakan alat, teknik, atau prosedur untuk
menggambarkan atau mendeskripsikan kumpulan data atau hasil pengamatan. Deskriptif
disini adalah menggambarkan keadaan yang sesungguhnya tentang pelayanan Trans
Semarang terhadap pengguna difabel. Kualitatif pada penelitian ini disebabkan karena yang
diukur adalah persepsi pengguna difabel Trans Semarang Metode penelitian yang
digunakan untuk melakukan analisis dalam penelitian ini adalah metode Analisis Tingkat
Pemanfaatan dan Metode Service Quality (Servqual). Analisis Tingkat Pemanfaatan
digunakan untuk mengetahui sejauh mana fasilitas difabel dapat digunakan oleh
penyandang difabel. Sedangkan Metode Service Quality (Servqual) digunakan untuk
mengukur kualitas pelayanan yang diberikan pada penyandang diasbilitas (Hasibuan dan
Sutrisno, 2018).

Halte yang cocok atau ramah bagi penyandang disabilitas adalah halte yang dirancang
dengan memperhatikan kebutuhan mereka, sehingga mereka dapat mengakses dan
menggunakan transportasi publik dengan nyaman dan mandiri. Halte yang memperhatikan
aspek-aspek ini dapat memberikan pengalaman perjalanan yang lebih baik bagi
penyandang disabilitas, memungkinkan mereka untuk lebih mandiri dan terlibat dalam
aktivitas sehari-hari dengan lebih mudah
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Metode Servqual adalah metode untuk mengukur kualitas pelayanan terutama
dibidang jasa dimana banyak hal yang diukur secara subyektif kualitatif (Prananda et al,
2019). Dalam pengukuran tingkat kualitas jasa menurut model ini adalah dengan cara
mengukur. Terdapat lima gap yang terangkum dalam SERVQUAL, yaitu: a. Gap 1, yaitu
kesenjangan antara harapan konsumen dengan persepsi manajemen. b. Gap 2, yaitu
kesenjangan antara persepsi manajemen terhadap harapan konsumen dan spesifikasi
kualitas jasa, meskipun manajer memiliki pengertian atau pemahaman yang baik tentang
apayang diharapkan pelanggan, manajemen bisa tetap gagal dalam membentuk spesifikasi-
spesifikasi layanan yang sesuai dengan harapan pelanggan (Agustina dan Nurzanah, 2019).

Identifikasi masalah adalah tahap dimana peneliti menemukan permasalahan yang
timbul dan memunculkan gagasan untuk memecahkan permasalahan tersebut. Dalam Hal
ini permasalahan yang ingin digali adalah apakah Trans Semarang sudah menjamin
aksesibilitas bagi pengguna difabel. Tahap selanjutnya adalah studi pustaka, tahap dimana
peneliti mencari referensi dari penelitian terdahulu untuk mendukung penelitian yang
dilakukan. Tahap selanjutnya adalah pengambilan data. Pengambilan data dalam penelitian
ini meliputi pengambilan data tentang Harapan dan Persepsi Pengguna Disabel dan
Penggunaan Trans Semarang oleh pengguna difabel. Analisis dalam penelitian ini dilakukan
dengan analisis pemanfaatan fasilitas dan metode servqual untuk mengetahui tingkat
pelayanan Trans Semarang (Suraharta et al., 2020).

3. Hasil dan Pembahasan

Halte adalah tempat perhentian angkutan umum diperlukan keberadaanya di
sepanjang rute angkutan umum dan angkutan umum harus melalui tempat tempat yang
telah ditetapkan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Peraturan Pemerintah RI
No.41 Tahun 1993 bahwa pengguna angkutan umum seharusnya naik ke dan turun dari bus
di tempat henti. Oleh karena itu tempat henti diperlukan keberadaannya disepanjang rute
angkutan umum, dan harus ditempatkan sesuai dengan kebutuhan. Menurut Abubakar
(1996), jenis tempat henti digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu: 1. Tempat henti dengan
lindungan (shelter) adalah tempat henti yang berupa bangunan yang digunakan penumpang
untuk menunggu bus atau angkutan umum lain yang dapat melindungi dari cuaca. Tempat
henti tanpa lindungan (bus stop) adalah tempat henti yang digunakan untuk perhentian
sementara bus atau angkutan umum lainnya pada waktu menaikkan dan menurunkan
penumpang. Kebijakan operasional angkutan umum berhenti biasanya tergantung dari dua
faktor utama yaitu: a. Level of Travel Demand adalah banyaknya pergerakan penumpang
yang perlu diantisipasi oleh operasional angkutan umum pada lintasan rutenya. b. Jarak
Berjalan Kaki yang Masih Dapat Ditolerir yaitu jarak yang masih dianggap nyaman dari
tempat tinggal calon penumpang ke perhentian terdekat (Merdiana et al.,, 2016).

Jenis angkutan umum yang tepat untuk memfasilitasi perjalanan kaum disabilitas ini
adalah menggunakan bus rapidtransit (BRT) yaitu angkutan massal terpadu pendukung
transportasi kota dengan memiliki jalur sendiri atau disebut dengan koridor (tidak
bercampur dengan angkutan jenis lain. Koridor ini saling terhubung satu sama lain
(terintegrasi) dengan halte dan terminal kecil (shelter) sebagai simpul penghubung. Untuk
memaksimalkan pencapaian (aksesibilitas) angkutan umum sehingga dapat melewati jalur
penting dan ramai pada pusat-pusat generator/aktifitas di Kota Medan, maka armada
angkutan dengan satu rute saja tidak mencukupi, harus diupayakan untuk menambah rute
baru yang tidak saling melintasi atau bertemu pada beberapa ruas jalan saja. Untuk itu
dibuat rute baru sebagai berikut: Untuk efektifitas operasional angkutan umum, maka
penggunaan angkutan umum yang direncanakan tidak hanya diperuntukkan bagi
penyandang cacat (disabilitas), namun berfungsi juga untuk penumpang umum. Hal ini
dimaksudkan agar penyandang cacat dan masyarakat lainnya berbaur dalam ruang kota,
sehingga spirit kota berkelanjutan (sustainable city) turut memberi jiwa pada ruang kota
dan masyarakatnya.
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Ramp adalah jalur sirkulasi yang memiliki bidang dengan kemiringan tertentu, sebagai
alternatif bagi orang yang tidak dapat menggunakan tangga (PP Nomor 43 Tahun 1998).
Pada perancangan ramp, sudut ramp harus tidak lebih dari 7 0 . Untuk mencapai tinggi ramp
85 cm maka panjang dan bentuk ramp harus diubah agar sudut yang dihasilkan tidak lebih
dari 7 0 sehingga didapatkan rancangan dengan bentuk S. Perancangan ramp dengan
menggunakan bentuk S diperlukan lebar 3,6 meter dan panjang 4 meter. Penggunaan
bentuk S akan diperoleh kemiringan kurang dari7 0 . Lebar minimum dari ramp adalah 120
cm dengan tepi pengaman. Karena ramp juga digunakan sekaligus untuk pejalan kaki dan
pelayanan angkutan barang maka lebar ramp harus sesuai. Ruang ticketing adalah ruangan
yang digunakan untuk masuk kedalam ruang tunggu dengan cara memasukan tiket berupa
kartu kedalam mesin ticketing agar portal dapat terbuka. Ramp adalah jalur sirkulasi yang
memiliki bidang dengan kemiringan tertentu, sebagai alternatif bagi orang yang tidak dapat
menggunakan tangga. Persyaratan-persyaratan a. Kemiringan suatu ramp di dalam
bangunan tidak boleh melebihi 7°, perhitungan kemiringan tersebut tidak termasuk awalan
atau akhiran ramp (curbramps/landing) Sedangkan kemiringan suatu ramp yang ada di
luarbangunan maksimum 6°. b. Panjang mendatar dari satu ramp (dengan kemiringan 7°)
tidak boleh lebih dari 900 cm. Panjang ramp dengan kemiringan yang lebih rendah dapat
lebih panjang. c. Lebar minimum dari ramp adalah 95 cm tanpa tepi pengaman, dan 120 cm
dengan tepi pengaman. Untuk ramp yang juga digunakan sekaligus untuk pejalan kaki dan
pelayanan angkutan barang harus dipertimbangkan secara seksama lebarnya, sedemikian
sehingga bisa dipakai untuk kedua fungsi tersebut, atau dilakukan pemisahan ramp dengan
fungsi sendiri-sendiri. d. Muka datar (bordes) pada awalan atau akhiran dari suatu ramp
harus bebas dan datar sehingga memungkinkan sekurangkurangnya untuk memutar kursi
roda dengan ukuran minimum 160 cm. e. Permukaan datar awalan atau akhiran suatu ramp
harus memiliki tekstur sehingga tidak licin baik diwaktu hujan. f. Lebar tepi pengaman ramp
(lowcurb) 10 cm, dirancang untok menghalangi roda kursi roda agar tidak terperosok atau
keluar dari jalur ramp. Apabila berbatasan langsung dengan lalu-lintas jalan umum atau
persimpangan harus dibuat sedemikian rupa agar tidak mengganggu jalan umum. g. Ramp
harus diterangi dengan pencahayaan yang cukup sehingga membantu penggunaan ramp
saat malam hari. Pencahayaan disediakan pada bagian-bagian ramp yang memiliki
ketinggian terhadap muka tanah sekitarnya dan bagian-bagian yang membahayakan. h.
Ramp harus dilengkapi dengan pegangan rambatan (handrail) yang dijamin kekuatannya
dengan ketinggian yang sesuai.

Papan informasi untuk disabilitas saat naik bis sangat penting untuk memastikan
bahwa informasi yang diberikan dapat diakses dengan mudah oleh semua penumpang,
termasuk mereka yang memiliki disabilitas. Berikut adalah beberapa elemen yang
sebaiknya diperhatikan dalam merancang papan informasi untuk disabilitas di dalam bis.
Gunakan tulisan yang jelas, mudah dibaca, dan besar. Hal ini memudahkan orang dengan
gangguan penglihatan atau masalah membaca untuk membaca informasi dengan nyaman.
Pastikan kontras warna antara teks dan latar belakang untuk meningkatkan daya baca. Ini
membantu orang dengan gangguan penglihatan atau disabilitas lain yang memengaruhi
persepsi warna.

Penggunaan Tanda Braille, Untuk informasi penting, seperti nomor rute atau tujuan
utama, tambahkan tanda braille agar orang tunanetra dapat membaca informasi tersebut
dengan sentuhan. Penggunaaan pictogram atau symbol, Sertakan pictograms atau simbol-
simbol yang jelas untuk memudahkan pemahaman. Misalnya, gambar kursi roda atau
lambang aksesibilitas dapat membantu penumpang dengan disabilitas memahami
informasi dengan cepat. Fasilitas Kusus, Sertakan informasi tentang fasilitas khusus di
dalam bis, seperti area khusus untuk kursi roda, tempat duduk prioritas, atau tombol
darurat. Berikan instruksi yang jelas mengenai prosedur naik turun untuk penumpang
dengan disabilitas. Misalnya, informasikan apakah ada rampa yang tersedia, atau jika
penumpang dengan kursi roda harus memberi tahu pengemudi sebelum turun. Penting
untuk memastikan bahwa papan informasi tersebut ditempatkan dengan strategis di dalam
bis, mudah diakses oleh semua penumpang, dan dirancang dengan memperhatikan
kebutuhan semua individu, termasuk mereka yang memiliki disabilitas (Sinaga et al., 2020).
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Tangga naik turun untuk disabilitas di dalam bis dirancang untuk memberikan akses
yang mudah dan aman bagi penumpang dengan mobilitas terbatas atau disabilitas. Berikut
adalah beberapa fitur yang dapat diterapkan pada tangga bis untuk meningkatkan
aksesibilitas. Rampa otomatis atau portable dapat dipasang di pintu masuk bis untuk
memungkinkan penumpang dengan kursi roda atau mobilitas terbatas masuk dan keluar
dengan mudah. Rampa ini bisa dilipat atau disimpan dengan baik untuk memastikan tidak
menghambat lalu lintas di dalam bis. Tangga pada pintu masuk bis sebaiknya dirancang
dengan lebar yang mencukupi untuk memudahkan penumpang dengan kursi roda atau
perangkat mobilitas lainnya melewati dengan nyaman. Pertimbangkan penggunaan tangga
bertingkat yang tidak terlalu curam untuk memudahkan naik turun.

Pasang pegangan di sepanjang tangga untuk memberikan dukungan tambahan kepada
penumpang yang memerlukannya, Pegangan yang nyaman dapat membantu penumpang
dengan masalah keseimbangan atau mobilitas yang terbatas untuk lebih aman saat naik
turun Pastikan ada penerangan yang cukup di sekitar tangga untuk membantu penumpang
dengan gangguan penglihatan melihat dengan jelas dan merasa lebih aman, Penerangan
yang baik juga membantu penumpang melihat langkah-langkah tangga dengan jelas.
Gunakan sinyal atau sistem informasi audio untuk memberikan petunjuk atau peringatan
kepada penumpang dengan gangguan penglihatan, Informasi audio dapat berupa petunjuk
untuk naik turun atau pengumuman mengenai destinasi dan pemberhentian bis.
Tambahkan penanda warna atau kontras di sepanjang tangga untuk membantu penumpang
dengan gangguan penglihatan atau orang tua melihat dengan lebih jelas, Penanda warna
juga dapat membantu dalam memberikan petunjuk yang jelas. Rancang tangga bis tanpa
pergelangan kaki atau dengan pergelangan kaki yang minim untuk menghindari hambatan
bagi penumpang dengan kursi roda atau perangkat mobilitas lainnya. Lakukan pelatihan
kepada pengemudi dan kru bis mengenai penggunaan fasilitas aksesibilitas dan cara
membantu penumpang dengan disabilitas. Tingkatkan kesadaran terhadap kebutuhan
penumpang dengan disabilitas dan pentingnya memberikan bantuan ketika diperlukan.
Penting untuk melibatkan ahli desain aksesibilitas dan mendengarkan masukan dari
komunitas penyandang disabilitas dalam merancang dan mengimplementasikan fasilitas
aksesibilitas di dalam bis. Ini akan memastikan bahwa solusi yang diadopsi sesuai dengan
kebutuhan dan memenuhi standar aksesibilitas yang relevan.

Desain tempat duduk yang tepat untuk penyandang disabilitas di dalam kendaraan,
termasuk bus, sangat penting untuk memastikan kenyamanan, keamanan, dan aksesibilitas
yang optimal. Berikut adalah beberapa pertimbangan dalam merancang tempat duduk
untuk disabilitas. Tentukan area khusus di dalam bus yang dirancang untuk penyandang
disabilitas, seperti kursi roda atau kursi dengan ruang tambahan untuk mobilitas yang
terbatas, Pastikan area ini mudah diakses dan tidak terhalang oleh barang atau penumpang
lain. Desain kursi dengan ruang tambahan untuk memfasilitasi penumpang dengan kursi
roda, kruk, atau perangkat mobilitas lainnya, Pastikan kursi ini memiliki ruang yang cukup
dan tidak memiliki tangan kursi yang menghalangi transfer penyandang disabilitas.
Tentukan kursi prioritas yang terletak dekat dengan pintu masuk untuk memudahkan
penumpang dengan mobilitas terbatas naik turun. Sediakan tanda atau penanda khusus
untuk mengidentifikasi kursi prioritas. Pastikan kursi dilengkapi dengan sistem pengaman
yang sesuai, seperti sabuk pengaman dan pengaman lengan, untuk memastikan keamanan
penumpang dengan disabilitas. Sediakan papan petunjuk dan informasi di sekitar area
tempat duduk khusus untuk memberikan informasi yang jelas mengenai penggunaan dan
kebijakan di dalam bus. Desain tempat duduk dengan pegangan tambahan, terutama di
dekat pintu masuk atau area prioritas, untuk membantu penumpang dengan masalah
keseimbangan. Jika memungkinkan, sediakan ruang khusus untuk penumpang dengan
kursi roda yang dapat dikunci selama perjalanan untuk memastikan kestabilan, Pasang
sabuk pengaman dan sistem penahan kursi roda yang memadai. Rancang tempat duduk
dengan fleksibilitas agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan berbagai jenis disabilitas.
Instruksikan pengemudi dan penumpang lain untuk memberikan prioritas kepada
penumpang dengan disabilitas saat naik turun, terutama jika ada keterbatasan ruang atau
fasilitas. Dengan memperhatikan pertimbangan ini, desain tempat duduk di dalam bus
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dapat menciptakan pengalaman perjalanan yang lebih baik dan lebih inklusif bagi semua
penumpang, termasuk mereka yang memiliki disabilitas (Pramesti et al., 2023).

4. Kesimpulan

Pemanfaatan fasilitas Bus Rapid Transit (BRT) bagi penyandang disabilitas
memberikan sejumlah manfaat yang signifikan. Secara keseluruhan, BRT menjadi sarana
transportasi yang lebih inklusif dan ramah disabilitas dengan perancangan yang
memperhatikan kebutuhan khusus. Fasilitas BRT memberikan aksesibilitas yang lebih baik
melalui peron pendaratan rendah dan pintu yang ramah disabilitas, memungkinkan
penyandang disabilitas untuk naik dan turun dari bus dengan mudah. Desain interior bus
yang memperhitungkan kebutuhan kenyamanan dan keamanan penyandang disabilitas,
seperti tempat duduk khusus dan sistem keamanan, meningkatkan pengalaman perjalanan
mereka. Sistem pengumuman suara dan informasi visual di dalam dan di sekitar bus
memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami, mendukung orientasi penyandang
disabilitas sensorik. Adanya fasilitas khusus seperti penyimpanan kursi roda dan pelatihan
petugas untuk memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas memperkuat
pemanfaatan fasilitas BRT oleh mereka.

Pemanfaatan fasilitas BRT mendorong peningkatan kemandirian penyandang
disabilitas, memungkinkan mereka untuk lebih mandiri dalam melakukan perjalanan
sehari-hari. Fasilitas BRT yang ramah disabilitas mendukung peningkatan inklusi sosial,
membantu mengurangi hambatan partisipasi penyandang disabilitas dalam kehidupan
masyarakat. Dengan demikian, pemanfaatan fasilitas BRT tidak hanya meningkatkan
mobilitas fisik penyandang disabilitas tetapi juga memberikan dampak positif pada aspek-
aspek sosial dan psikologis mereka. Inisiatif untuk terus meningkatkan aksesibilitas dan
kenyamanan dalam sistem transportasi seperti BRT dapat menjadi langkah penting dalam
menciptakan masyarakat yang lebih inklusif.
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